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PEMBINTUKAN PAMTIA ANTAR KXMINTIRIAN I)AN,/A'IAl' AMARNONKI]MI]MTRIAN

PII\n1]SUNAN RANCANGAN PI]RA'|URAN PR-ESIDIN

TINTANG S'IRAT}]GI NASIONAI, PINCT]GAIIAN KORI]PSI

MENTERI PIRENCANAAN PTMRANGT]NAN NASIONAI,,/

KXPAIA BADAN PDRINCAN  N PIMI]ANGT]NAN NASIONAI,,

Menirnbang

e. bahwa .

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasionrl

a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal
sehingga dibutuhkan suatu strategi yang lebih nrendorong pada
sinergi spaya pencegahan kolupsi yang dilaksanakan oleh
kementerian, lembaga, penrerintah daerah, pemangku kepentingan
lainnya, dan Kornisi Perrrl]erantasan Korupsi demi mewujudkan
masyarakat yang adil, nraknrul dan sejahtera;

b. bahwa Peraturan Presidel Nolllor 55 'lahun 2Ol2 tentang Strategi
Nasional Pencegahan clan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2O12-2O2 5 dan .langka Merrengah Tahun 2O12-20I 4 sudah
tidak sesuai lagi dengan perkcmbangan kebutuhan pencegahan
korupsi sehinp;a perlu rLnluk di3anti dan disesuaikanl

c. bahwa berdasarkan pertinrban.gan sebagaimana dimaksud dalanr
huruf a dan huruf b, perlu rrrenvusun rancangan Peraturan Presiden
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

d. bahwa keterltuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 201,1
tentanS Pembentukan Peratulan l'ernndang-Undangan jo. Pasal 66
Peraturan Presiden Norrror' 87 'l'ahun 2074 tentang Peratural'l
Pelaksarraan Undang-Unclang Norrtor 12 Tahun 2071 tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan trtengamanatkatr
kementerian sebaSai penrrakarsa untuk membentuk panitia
antarkerrrenteria n dan/ atau antarnonkemen terian dalam Penyusunan
RancanSan Peraturan Presidcn;



Mengingat

Menetapkan

e. bahwa berdasarkarr pertirrrbangan sebagaintana tercantunr dalanr
huruf a sanlpai dengalr htrr.uf d, perlu membentuk panitia
Antarkementerian dan/atat Antarnonkementerian penyusunan
Rancangan Peraturan Presidor telttang Strategi Nasional pencegahan
Korupsi;

f. bahwa pejabat dan pegawai yang nafianya tercantum dalanr
lampiran Keputusan ini dianggap nlampu dan mentenuhi
W:syaratan untuk duduk clan nrelaksanakan tugas sebagai anggota
Panitia Antarkementerian dan/ atau Antarnonliementiiian
Penyusunan Rancangan Peraturan presiden tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi;

1. Undang-Undang Nontor. 7 Taltun ZOOG tentang pengesahan Llnited
Nations Convention Against Corruption, 2OOS (Konveisi perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2OO3) (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nouror. 32, Tantbahan tembaran Negara
Republik lndonesia Nortor' 4 620);

2. Undang-Undang Norlol t2 Tahurl 2071 tentang pembentukan
Peraturan Perundang- u ndan2;an (Lenrbaran Negara Republik
Indonesia tahun 20I 1 i.,-onror 82, Tantbahan Irmbaran Negara
Republik lndonesia Nonror 5234);

3. Peratvran Presiden Nonror 87 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undan g 12 Tahtn 2071 tentang pembentukarl
P eralut an Perundang - undangan;

4. Petatutan Presiden Nontor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nontor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Per^luran Presiden Nontor 66 Tahun 2Ol5 tentang Badan
Perencanaan Penrbarrgunan Nasional, sebagainTana telah diubah
dengan Perattran Presiden Nonror 20 Tahun 2O 16;

7. Peratluran Mentel'i Perencanaatl Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Perrrbarrgunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016
tentanS Ol3anisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
sebagainrana telah diubah .lerlgan Peraturan Menteri Perencan an
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencan aan Pentbangunan
Nasional Nomor 6 Tahun 2017:

MEMTJ'll.lSK.{N:

KEzuTUSAN Mf,NTERI PER}]NCANA N PEMBANGLTNAN NASIONAL/IGPAI.A
BADAN PERXNCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKX,MENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMf,NTERIAN P}:I{\'TJSTJNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG STRAT}]GI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.

Menrberrtuk Parlitia Alltal'kenlflrtcIiar r dan/ atan Alltarllonkernenteriall
Penyrrsunan Rancalgan Peraturall fl'esidell tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korrrpsi, dengarr susrrrurn keanggotaatl sebagailnana tercantun'l
dalam Lampiran Keputusan ilti.

PERTAtr,lA

KEDUA...



KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Panitia Antarkenrenterian tlan/atatt Antarnonenenterian penyusunan
Rancangan Peraturan Presrden tetltang Strategi Nasional pencegahan
Korupsi terdiri dari Tinr Pengar.ah, penanggung Jawab, dai Tint
Pelaksana.

Tim Pengarah bertugas ntenrber.ikan arahan kebijakan, mengawasi,
membimbing, memantau kenrajuan, dan memberi saran atau solusi
pernrasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan per aturan presiden
tentanS Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Penangrng Jawab bertanggu ng jawab atas pelaksanaan kegiatan
penyusunan Rancangan Peratur.an Presiden tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi, dan bertugas nrelaporkan hasil pelaksanaan
kegiatan kepada Tim Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan koordinasi dalant r.angka penyusunan Rarlcangan
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

b. mengumpulkan serta nrengolah clata dan informasi yang dibutuhkan
dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi
Nasional Pencegahan KonrP5i;

c. melakukan pentbahasan substansi dan perumusan Rancangatr
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

d. menyampaikan lapolan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim
Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan

e. melakukan tugas administratif dan tugas larn yang diperlukan dalanr
rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

kgala biaya yang diperlukan dalarrr rangka pelaksanaan tugas Panitia
Antarkementerian dan/atau Antarnonkententerian Penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi dibebankan pada Allggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian Perencanaarr Penrbarrgurrarr Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Keputusan ini berlaku sejak tarl&ial ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 2 Januari 2018.

RR. futa Elawati

-.)-

KETIGA

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2Ol8

MENTER] PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL/

KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PIMBANGTJNAN NASIONAI,,

ttd

BAMBANG P.S. BROr)ONIGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum
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I-AMPIRN N

KTP( J'I-I JSAN M}]NIERI PPN/

K}]PAIA I]APPINAS

NOMOR KH,. 68/M.PPN/HK/ 05/ 2018
'TANGCAI, 7 MEI2018

SUSTJN N KIANGGO'I'A N

PEMBENTUKAN PANIIIA ANTARKE,MINTERIAN I)AN/ATAU ANTARNONKEMENTTRIAN

PEI\MJSUNAN RANCANGAN P}]RA'fT]R N PRESIDEN

TENTANG STRATEGI NASIONAI, P}]NCI]GAIIAN KORUPSI

A. TIMPENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIMPELAKSANA

Ketua

Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

1. Sekletaris Kenrenterian PPN/Sekretaris Utanta
Bappenas;

2. Staf Ahli Menteri Bidang Hubung an Kelembagaan,
Kenlenterian PPN/ Bappenas;

3. Deputi Btlang Hukum dan Peraturan Perundang-
undangan, Sekletariat Negaral

4. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
Sekretariat Kabinet;

5. Direktul Jerrrleral Pelaturan Perundang-undangan,
Kerrrerrterian Hukunr dan Hak Asasi Manusia;

6. Inspektul Jentlelal,, Kenrenterian Dalam Negeri;

7. Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu
Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staf
Presiderr;

8. Deputt Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan, Kementerian
Pendayagunaarr Aparatur Negara dan Refornusi
Birokrasi;

9. Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan
Korupsi.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,
Kementerian PPN/Bappenas.

Staf Ahli Menteli Eidang Hubungan Kelembagaan,
Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Hukunr dan Regulasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

Sekrrctaris

Anggota . . .



AnSgota

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

-2

1. Kepala Biro Hukurrr, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Asisterr Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Sekretaliat Negara;

3. Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur
Negara, Sekretariat Kabinet;

4- Direktul Halnronisasi Peraturan Perundang-
Undangarr I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

5- Direktur Perancangan Peraturan Perundang-
Undangan, Kenlenterian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

6. Direktur Penelitian dan Pengembangan, Komisi
Penrberantasan Korupsi;

7. Asisten Deputi Pengelol aan Pengaduan Aparatur dan
Masyarakat, Kenrenterian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Retbrntasi Birokrasi;

8. Koordinator Lhlit Koordinasi dan Supervisi Bidang
Pencegahan, Kontisi Pernberantasan Korupsi;

9. Direktur t'enc'liclikan dan Pelayanan Masyarakat,
Kornisi Perulrcranlasan Kol upsi;

10. Kepala Bagian Perencanaan, lnspektorat Jenderal
Kenrentelian Dalanr Negeri;

11. Bimo Wuayanto, Kedeputian II Bidang Kajian dan
Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya
StrateSis, Kantor Staf Presiden;

12. Abrahanr Wirotomo, Kedeputian ll Bidang Kajian dan
Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya
Strate8is, Kalltor Staf Presiden.

MENITRI MRENCANAAN PEMBANGT-INAN NASIONAL/

KEPAIN. BADAN PERf,NCANAAN P}:MBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. IIROI)ONI]GORO

ttd
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RR. futa Erawati


